
1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 M wajib diaudit oleh Akuntan Publik

2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp10 M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik

3. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan ketentuan pelaksanaan atas 
POJK dimaksud

Direksi

PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

31 Maret 2024

Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR

DIREKSI

1. ANGGORO MAHENDRA SETYAWAN

2. SUMANTO

DEWAN KOMISARIS

1. SYAMSUL MAARIF

2. SETYA JATI KUSUMA

Ultimate Shareholders

1. EMY DAMAYANTI RATNANINGSIH

Pemegang Saham
Pemegang Saham 

Pengendali 
(Ya/Tidak)

1. EMY DAMAYANTI RATNANINGSIH, ST, MM
(37.31%)

Ya

2. DJOKO SUTRISNO,SE(16.58%) Tidak

3. SETYA JATI KUSUMA, SE(10.80%) Tidak

4. INDRAWATI HARTONO(10.65%) Tidak

5. BAGUS PRIHARTANTO, SE, MSI(8.29%) Tidak

6. FAIRUZAQONA ULFATY, S.FARM, APT(3.32%) Tidak

7. HERMAWAN BUDI SUSETYA(3.32%) Tidak

8. WAWAN ARI WIBOWO(2.49%) Tidak

9. AUGUST DEVA WIDYASYATMA, SE, MM
(1.66%)

Tidak

10. Lainnya(5.57%) Tidak

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan :

Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan :

Hal:  1/ 24/30/2024 1:38:46 PM

600057 - PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Informasi Lainnya

JL. KARTINI BY PASS  KALTEN

31 Maret 2024

Provinsi Jawa Tengah

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN



4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR

5. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

6. Perhitungan rasio keuangan antara lain ROA, BOPO, LDR, dan CR dilakukan sesuai dengan ketentuan terkini dan berlaku sejak posisi laporan bulan Desember 2023.

Hal:  2/ 24/30/2024 1:38:46 PM

600057 - PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Informasi Lainnya

JL. KARTINI BY PASS  KALTEN

31 Maret 2024

Provinsi Jawa Tengah

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN


